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BudiArgawaAkui Kejari
Denpasar Minta Data

Perjalanan Tirta Yatra ke India Tahu n 2013* Terkait

MANGUPURA, NusaBati
Kepala Bagian Hukr-rrn Peurkab

Badung I Komang Budi Argawa, akhir-
nya angkat bicara terkait kedatangan
pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Den-
pasar, Senin (20/4), Budi Arsawa
menjeiaskan, kedarangan Kejari
Denpasar tidak lebth sebatas meminta'
dokumen tekait kegiatan tirta yatra ke
India.

'Ya benar ada datang pagi sebelum
saya rapat," akunya kepada wartawan,
Selasa QI|D. Menurut dia. Keiari
Denpasar datang mengambil data han
berkas terkait pinyeleneg'iraan tirta '

yatra ke India oleh PHDI Badung.
IVIeski demikian, dia membantah

kedatangan Kejari untuk melakukan
pemeriksaan. Versi dia, Kejari datang
semata-mata untuk meminta data
sa]a.

Disinggung keabsahan PHDI Badung
yang diketuai lNyoman Sukada, Budi
Argawa enggan menanggapi. Dia ber-
alasan masalah sah dan tidaknya itu
biar urlrsan internal PHDI. pemkatl
Badung bekerja suclah sesuai prosed ur
nLlKum.

"Kalau masalah sah atau tidak sah,
biar meqeha PHDI yang menentukan
internhl secara organisasi. Kami akan
mendukung apa yang menjadi kebu-
tuhan memperlancar proses hukum,"
tandasnya.

Secara terpisah, Ketua PHDI Ba-
dung Nyoman Sukada.jtrga tidak ban-
yak memberikan komentar saat di-
konfrrmasi wa-rtawan. "Biar nanti tidak
ada.persepsi yang salah, kami akan
gel& paruman dulu," tegasnya.

Menurut Sukada, pennnjukan atau
pengangkatan pengruus PHDI Badturg
dilakukan atas dasar paruman Ben-
desa Adat se-Kabupaten Baclung. Jadi
selaku pembina umat, pihaknya sama
sekali tidak ada tendensi apapun
terkait pembentukan lembaga ini. Ia
juga mengaku selama dirinya menjabat
sebagai Ketua PHD Badung selalu

KABAG Hukum Pemkab Badung
I Komang Budi Argawa. ,

dipertanggungjawabkan. Jadi, tidak
ada masalah.

"Pertanggungjawaban anggaran
sudah kami berikan tak lama setelah
pulang dari India tahun 2013 lalu.
Tidak ada masalah, semlla transparan,
kepada para sulinggih saya sarnpaikan
alrggafannya Derapa, semua satnp-
aikan,l'kata Sr"rkada, Kamis (16/q) lalu.

Sebelumnya diberitakan, Kejari
Denpasar kembali melakukan peng-' geledahan di Puspem Badung Ma-
ngupraja Mandala di Sempidi, terkait
dugaan penyelewengan dana hibah
untuk tirta yatra ke India. Kali ini
gilirah Bagian Huktim Pemkab Badung
yang.digeledah dan mengamankan
bebei'apa dol<urnen di antaranva SPJ
(Su lar- Pertanggungjawaban) dari
PHDIBaclune.

* Hal ini ditegagkan Kasi Intel Kejari
Denpasar Syahrir Sagir usai mela-
kukan penggeledah4n pada Senin (20/
.4). Ia mengatakan dudah rnelakukan
penggeled:rhan.pada Senin pagi di
Bagian Hukum Pemkab Badung untuk
mencari dokurnen terkait perialanan
tiita yatra l<c lnclia. Dali penggeiedaliau
ini, penyidik mengamankan beberapa
dokurnen. "Yang paling penting yaitu
laporan SPJ PHDI Badung kepada
Pemkab Badung," jelasnya. Selanj-
utnya, penyidik akan menganalisa
dokumen-dokumen ini sebelum me-
lakukan penggeledahan di PHDI Ba-
dung. UnLuk sementara akan difo-
kuskan mencari apakah perjalanan
tirta yatra ini fiktif atau tidak. Jika
nantinya tidak ditemukan bukti perj-
alanan fiktif akan dikembanskan ke
drrgaan penyelewengan lainnya. "Ka-
rena ada dugaan anggaran ini masuk
ke lernbaga fi.ktifyang rnenjadr kerugan
negara,. papartlya.

Syahrir menegaskan akan berhati-
hati menangani kasus ini karena
rnenyangkut pemuka agama. "Tapi
karni berjanji akan menangani kasus
ini secara serius," ujTnya. 7 as

tanparan terhadap kenangan yang
diterimh oleh lembaganya.

Sebelumnya pun Sukada kepada
NusaBafi sudah membenarkan keg-
iatan tirta yatra ke lndia tersebut. YanB,-
berangkat saat itu, katanya. sekitar 30
orang terdiri dari para sulinggih dan
walaka, dan para pengurus. Tetapi, dia
mengal<u'tidak ikr.rt pergi pacla saat
tirta yatra saat itu. Sukada ikut
rombongan tirta yatra ke India
beberapa tahun silam. "Saya waktti itu
ikut dalarn rombongan itrsa ada Pak
Bupari (AA Gde Agung-, ?ed). Tapi
tahtrnnya saya Iupa tahrin 2010 atau
2011," ttrtur Sukada.

Disinggung mengenai dugaan
adanya pelanggaran sampai kemtrclian
'dibidik' Kejari Denpasar, Sukada
rnengatakan didengarnya melalui
media massa. Tetapi ia nrenegaskan di
dalam kegiatan tirta yatra ke India
sudah sesuai prosedur dan segala
anggaran yang dikeluarkan sudah
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Dewan DukungRanperda
Ripparda Bali 2014-2029
*'Revital isasi Teluk Benoa = Penyelamata n Li ngku nga n'

DENPASAR NusaBali
Pemprov Bali telah susun Ra-

perda Rencana Induk Pemban-
gunan Kepariwisataan Daerah
(Ripparda) Provinsi 20L4-2029.
Ranperda Ripparda Provinsi Z 0 14-
2029 ini sudah dibawa ke sidang si-
dang paripurna DPRD Bali dengan
agenda penyampaian pandangan
umum fraksi-fraksi, Selasa (2 1/4).
Dewan intinya dukung Ranperda
Ripparda ini. Dalam sidang pari-
purna kemarin, Gubernur Bali
Made Mangku Pastika menyatakan
revitalisasi Teluk Benoa adalah
upaya penyelamatan lingkungan.

Gubernur Pastika menyatakan

f ei_ngr nq 1Va u ntuk men-ghidup-
kan kembali objek pariwisata yarng
mulai surut, keberadaannva dan
sekaligus mengupayakan pengem-
bgngannya. Dan, pengembangan
objek pariwisata yang dilakukan
tetap mengedepankan konsep hi-
jaudan tidaft merusak lingkungan.

Masalah revitalisasi TelukBe-
noa, Kecamatan Kuta Selatan,
Badung juga digeber Gubernur
Pastika dalam_rapat paripurna

PANDANGAN
FRAKSI TERHADAP
RANPERDA RIPPARDA
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2074-2029 di Gedung DPRD Rdl
Niti Mandala DenPasar, Seli$,
kemarin. Pastika menY$Ytkan,
revitalisasi berarti mengffiil<an
kembali vane telah mati.

"Vitai itf artinYa hiduP. jadi,
revitalisasi itu menghiduPkan
kembali. Sekarang di san4 (teluk
Benoa') sudah mati itu, karena di-
penuhi lumpur dan sampah' SaYa

iek ke sana, fketinggian) airnYa
tinggal 1 meter. Ini menganggu
aruilauL karena timbunan lumPur
dan sampah. Kalau te4adi huian
lebaL arus ini tidak bisa lewat dan

airnya bisa meluaP ke daratan," ujar
Pastika yane dalam raPat PariPuma
kemarin didamPingi Wakil Gu-

bernur Ketut Sudikerta dan Karo
Humas Setda Provinsi Bali, Dewa
,Gede Mahendra Putra.

Revitalisasi Teluk Benoa itu,
kata Pastika, diharapkan ialan kare-
na tujuannYa untuk PenYelamatan

Iinskunea[ "lalan, karena kita mau

me'n*ridud<an dan melakukan Pe-
neefibanfian. Tentunya, Penge-m-
Uinntn dEngan konseP hiiau dan

tidal merusak lingkungan," tegas

Pastika. Selain itu, Bali memerlukan
pembangunan Pariwisata' "SiaPa

mau datang kalau destlnaslnya
itu-itu saia? Padahal, konseP Pan-
witat" kit" mengharaPkan turis
iu datans."

Ikreni inr, menurut Pastika, ha-

rus dibangun destinasi Pariwisata
untuk diilariskan kePada anak-

cuiu. "KePariwisataan itu untuk
anak cucu icta, Yang jumlahnYa ber-

A-U"tr t"*s. SaYa sering katakan
setiaP tahun ada 2,5.000 tamatan
di Bali Yang terancam nganggur
karena kurangnYa lapangan.Pe-
keriaan. Mereka harus diPersiaP-

kan," tandas mantan IGPolda Bali

2003-2005 ini.
Pastika lalu membandingkan

Bali dengan Singapura. Disebutkan
Sing"pui" yan! luasnYa L/7 Bali'

Dewan Dukung

Ranperda Ripparda Bali 2014-:2029
mampu mendatangkan 32 iuta turis
tiap tahun. Karena itu, PihaknYa
insin menambah destinasi Pari-
wi-sata, tidak hanYa mengandalkan
yang itu-itu saia dan membuat turis
DOSan.

"Tapi, kita seleksi, karena ling-
kungan kita bagus, Turis Yang
data"ng iuga harut Yang berkelas'

Iadi, bukan mass tourism' SuPaYa

mahal, harus destiriasi pariwisata
itu harus pantas mahal. SuPaYa
pantas mihaln]|a,Ya harus ada
bemb'angunan destinasi Yang
berkuali[as: indah, hiiau, ling-
kungan sehat," ujar Gubernur
Bali 

"pertama asa! kawasan utara
Bulelene ini.

Seme"ntara itu, dalam Pandan-
Ean umumnYa saat raPat Paripurna
f,emarin, friksi-fraksi DPRD Bali
memberikan dukirngan terhadaP
Ripparda Provinsi 2014-2029'
Ndriun, fraksi-fraksi meminta
eksekutif juga beriugg ke Pusat'
supaya Pembagian kue Pariwisata

.. ,ur berkeadilan.
Fraksi Golkar DPRD Bali, melalui

juru bicaranya, Tjokorda Raka Ker-
thyasa alias Cok lbah, mengatakan
sektor pariwisata memberikan
kontribusi Rp 40 triliun per tahun
ke pusat. Namun anehnYa, Bali
tidak banyak kecipratan kue Pan-
wisata ini. "ladi, kami usulkan su-
paya eksekutif melakukan langkah
ko-nkret dengan revisi UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang Peri{-
bangan Keuangan Pemerintah dalt
Pemlerintah Daerah," tegas Politid
senior Golkar dari Puri Agung Ubud,
Gianvarini.

Sbdangkan Fraksi PDIP DPRD
Bati, melalui juru bicaranYa Yakni
AA Ngurah Adhi Ardhana, me-
nyampaikan ada B Poin sikaP
terhadap Rippardd Provinsi 2015-
2029. Yang paling menoniol,
Fraksi PDIP DPRD Bali mengusul-
kan ada pengaturan tentang daYa
dukung Bali.

Menurut Adhi Ardhana, ada
kontradiksi antara Panperda RiP
parda 2074:2029 dengan arah

: kebijakan pembangunan terutama
destinasi pariwisata. Misalnya,
konffa Perpres Nomor 51 Tahun
'2014 dimana dalam Fasal 63 poin
a ada perubahan zona konser-
vasi menjadi zona pemanfaatan.
lrlamun, dalam penjelasan Pasal 2L

. Panperda Ripparda20l4-2029 ada
revi@isasi daya tarik wisata den-
gan perlindungan dan perbaikan
kondisi kualitas apabila mengalami
degradasi.

"lhmit

kaji permasalahan ini dan minta
Ketegasan Pusat tentang aturan
vane masih kontradiktif," tandas
bolitisi PDIP asal Puri Gerenceng
benpasar ini. Selain itu, lanjut Adhi
ASrilhana, eksekutif juga harus
segera membuat kebiiakan terkait
SDfu Pariwisata Bali. TujuannYa,
supaya ada perlindungan terhadaP
bu?iya Ball dengan menambah
pemahaman mereka tentang bu-

daya dan filosofi kePariwisataan
Bali. Hal ini Penting karena ter-
kait dengan MasYarakat Ekonomi
ASEAN fMEAI.

Sembntaia, Fraksi Gerindra
DPRD Bali melalui juru bicaranYa, I

Gede Ketut Nugrahita Pendiq dalam

Dandangan umumnya menyoroti
Soal maiih kurang adilnYa mereka
yang menikmati kue Pariwisata.t'Befum semua masyarakat bisa
menilsnati kue pariwisatd di Bali.
Lahan pertanian Yang iadi ikon
pariwi3ata, akhirnYa habis di-
iual masyarakat karena mahalnYa
berani. Sehingga iadi PeranYaan,
siapa yang meniknati gemerlaP-
nya pariwisata ini?'tanYa anggota
Fialisi Gerindra DPRD Bali DaPil
Tabanan ini.

Lain lagi Pandangan Fraksi
Panca Bayu DPRD Bali (gabungan
NasDem-Hanura-PAN). Melalui
juru bicaranYa, Ni Made Arini,
Fraksi Panca BaYu menYoroti masa-
lah belum terbentuknYa lembaga

Badan Promosi Pariwisata "lQnii
juga meminta agar disikaPi har-
monisasi lembaga Pariwisata seP-

erti ASITA, PHRI, Harawisri, HPI,
dan lainnya supaY:i bdrsinergi
dalam membangun kePariwisataan
Bali," tandas Srilkandi Hanura asal
Bulelensini.

Seba-liknya, Fraksi Demokrat
DPRD Bali melalui juru bicaranYa,
I Wayan Adnyana, mendorong
segera dibentuknYa Undang-un-
dang Provinsi Bali Yang baru--un'
tuk menesantikan UU Nomor 64
Tahun 1958 tentang PJS Pemben-
tukan Daerah-daerah Tingkat I

Provinsi Bali, NTB, NTT Yahg sudah
tidak relevan. AlasannYa, ini akan
menjadi pintu masuk bagi.Per'
aturan dan perundang'undangan
lain dalam hal pungutan destinasi
pariwisata. "Sementara destinasi
bariwisata kita perlu biaYa," uiar
bolitisi asal Tabanan"Yang juga' 
'iGtua Fraksi Demolaat DPRD Bali
2014-20L9ini 6nat

Z
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Eksepsi Terdalcwa Tim g Diawali Debat
* Sidang Dermaga Gunaksa

di Pengadilan Tipikor

o
l
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z
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DENPASAR, NusaBali
Sidang lanjutan lrasus dugaan

korupsi pengadaan lahan Der-
maga Gunaksa, Desa Gunaksa,
Kecamatan Dawan, Klungkung
dengan agenda pembacan eksepsi
[keberatan) dari terdakwa Tim 9,
di Pengadilan Tipikor Denpasar,
Selasa QL/4), diwarnai debat pa-
nas. faksa Penuntut Umum gPU)
pertanyakan kehadiran pihak
Korps Bantuan Hukum Angkatan
Darat Kodam IX/Udayana damp-
ingi terdakwa.

Ada 3 dari 9 mantan pejabat
eksekutif Pemkab Klungkung
selaku terdalnva kasus Dermaga
Gunaksa yang disidangkan di Pen-
gadilan Tipikor Denpasa4 Selasa

Bersanhung ke Hal-\5 Kolon 5
Terdakwa mantan Sekda Klungkung, Ketut Janapria (endek biru), dipeluk kuasa
hukumnya dari Kodam lXUdayana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (2114).
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kemarin. Ketiga terdakwa berada
dalam satu berkas, yaki I Ketut lana-
pria [manbn Sekda Klungkungyang
bertrndak sebagai Ketua Tim 9), ArA
Sagung Mastini[manbn Kepala BPN
Klungkung/sebagi Wakil Ketua Tim
9), dan I Made Ngurah [mantan Asi-
sten I Tata Pemerintahan Pemkab
Klungkungft ertindak sebagai Wakil
Ketua Tim 91.

Pembacaan ekeDsi dalam Der-
sidangan kemarin dirnulai derigan
perdebatan cukup panas antara IPU
vs kuasa hukum terdakwa yang diga-
wangi LBH Waramadewa dan Korps
Bantuan Hukum Anskatan Darat Kb-
dam lX/Udayana. Dalam perdebatan
itu, IPU yang t€rdiri dari JPU Ade NS,
Dicli Ardi Firmasyah, da n Lu h Heny
Febrianti Rahaw memasalahkan tim
kuasa hukum d;ri Kodam X/Udarana
yang ikut mendampingi tirdaltwa I
Ketut lanaDria.

Terunikap, hadirnya kuasa hu-
kum dari Kodam lx/Udayana inilan-
taran istri terdakwa Ketut lanapria,
vakni Ni Luh Putu Pancasari. m-eru-'pakan 

PNS Kodam X/Udayana. Na-
mun, JPU beranggapan kuasa hukum
dari Kodam lX/Udayana tidak bisa
mendarnpingi kar€na terdakwa Ketut
Ianapria bukan prajurit TN I.

"Kuasa hukum dari Kodam IX/
Udayana hanya bisa mehdampingi
dalam kasus perdata saja. Kalau sep-
erti ini, kan kami wakil negara akan
berhadapan dengan wakil negara
dariTNl,"tandas IPU Ade NScsdalam

perdebatan itu.
Melrurut JPU, kuasa hukum darj

Kodam lX/Udayana hanya bisa
mendampingi prajurit TNL Namun,
keterangan JPU ini sempat dibantah
kuasa hukum dari Kodam IX/Uda,
yana, yang beranggotakan Letkol Chk
Edi Purwanto, Mayor Chk Allan Her-
mit Prasetyo, Mayor Chk HeriHidavat,
Kapten Chk Nainggolan, dan pNS
Kodam lXlUdayana Ni Wayan Sariari.

Menurut kuiasa hukum dari Ko-
dam lxludayana ini, dalam UU TNI
dinyatakan bahwa kuasa hukurn TNI
bisa rnembantu praju ri! PNS, dan ke-
luarganya. Sehingqa, pihsknya m{rasa
sudah sah melakukan pendaqprngan
hukum terhadap terdakwa KetLtt
Janapria, yang istrinya adatah pNS

Kodam IX/Udayana.
Perdebatan panas antara JIU vs

kuasa hukrm terdakwa ini akhirnya
ditengahi oleh nahlis hakim Penga-
dilan Tipikor Denpasar,"ngdipimpin
Beslin Sihombing. Dalam hal inr,
majelis hakim tjdak memasalahkan
pendampingan dari kuasa hukum
Korps Angkatan Darat Kodam IX/
Udayana, sepanjang ada surat kuas?.
"Janga nlah sakiti mereka," uiar hakj rn
Beslin Sihombing kepada IPU dalam
persidangan kemarin.

Sementara itu, dalarn el6eDsiyang
drbacakan oleh kuasa hukum-darl
LBH Warmadewa, Simon Nahak cs,
keberatan terdakwa Ketut lanapria,
AA Sagung Mastini, dan I Made Ngu-
rah hampir sarna dengan eksepsi 6
terdakwa lainnya dariTim Sembilan
(Panitia Pengadaan Lahan Proyek

Dermaga Cunaksal yang telah lebih
dulu disidangkan. lntinya, terdakwa
Ketut Janapria cs menolak dakwaan

JPI I dan minta dibebaskan darisemua
OaKVVd-.1

Dalam eksepsinya di persidangan
kemarin, pihakterdakwa menyatakan
Pengadilan Tipikor tidak berwenang
menyidangkan kasus ini dan han-
ya Pengadulan Tata Usaha Negara
(PTUN) yang memiliki kewenangan.
"Menolak surat dakwaan (batal demi
hukum), menyatakan perkara tidak
diperiksa lebih lanjut, memerintah-
kan membebaskan terdakwa dan
memulihkan nama baik kedua terda-
l.:wa," ujar terdakwa dalam permoho-
nannya yang dibacakanSimon Nahak

Dalam ekepsinya, terdakwa Ketut

lanapria cs juga sempat menyeret satu

inggofa Tim Sembilan yang jusrru
hrngga kini tidak ditetapkan sebagal
terangka. Anggota Tim Sembrlan itu
adalah mantan K.adis PU Klungkunp, IB
Adnyana. Selain iru, ada 9 oranedalam
Tim 1I (Penakjr Harga Tanah) yane
ridak dit€tapka n nrenjad i tersangka. 

"

.. .Sembilan [9langgsraTrm ti yang
dunasalahkan kubu terdalr'|ra kare na
tidak jadi tersangka, rnasinq-masinsl
Nengah Becik, I Gede Putu-Winastri,
I Komang Susana. lCusti Komane
Sarga, I Nyoman Upadana, I Gusti
LanangAgung Suratma, I Ketutsuara,
I Gusti Ngurah Buana, dan Dewa Nyo-
manRaka. Hanya ZorangdariTirn 1l
yang dijadikan tersangka,yaknl Ketut
Janapria [manLan Sekda Klungkunsl
dan Nyomanh Rahayu [manun fadii
DPK Klungkungl. Dengan kondrsr

ini, jelas terdapat kesalahan subjek
hukum atau error t|t persono," tandas
Simon Nahak

Sekadar dicatat, ada 9 mantan
pejabat Pemkab KIunRkung drri
Tim Sentbilan yans sedans dradili
selaku terdakwa kisus du{aan ko
rupsi pengadaan lahan -proyek 

[le-
rmagaGunaksa. [4ereka didakwa JpU
melakukan tindak pidana korupsi hi-
ngga merugikan negara Rp9,5 miliar.
Sembilan mantan pejabatdalam Tim
9 yang terierat sebagai terdakwa ini
disidangkan terpjsah, dengan tiga
berl(as berbeda.

Berkas pertama terdiri dari ter-
dakwa trio KetutJanapfla, AA Sagung
ly'a5trni, dan I Made Ngurah. Sedan-
gkan berkas perkara kedua berisi
empat terdawka, masing-masinf
Nyoman Rahayr (mantdn Kadrs DKF
Kungkung selaku anggota Tim 9), dan
M Ngurah Agung fmantan K.adis Pu
Klungkung selaku awgota Tim 91, I
Made Sugiartha fmantan Kepala Ba-
ppeda Klungkun8/anggota Tim 9),
dan I Ny'oman Sukantra fmantan Ke-
pala Badan Pendapatan Klungkung/
anggota Tim 9). l\4aiehs hakrm yang
akan nenyidangkan mereka terdln
darilPutu Gede Haryadi(ketua), Cu-
ntur langgota), dan Miptahul Holis
[anggota].

Selnentara berkas perkara ketiga
berisilGn dua tersJngka, masing-mai-
ing I Custi Ngurah cqde (mantan Kasi
BPN Klungkung/sebagai Sekretaris
Tim 9l dan I Custi Gede Wiratmaia
fmanran Kabag Tapem Klungkung/
Wakil Sekretaris Tim 9). 6 rcz

Eksepsi Terdakwa Tim g Diawafi Debat

Z
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Hibah PHDI Prosedural
MANGUPURA- Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) tsaclung
akhirnya buka suara soal pem-
berian hibah yang dilakukan
Pemkab Badung, termasuk
yang cliarahkan kepada lem-
baga pembina umat. Yakni
kepada Parisada Hindu Darma
Indonesia (PIIDI).

Berkenaan dengan penge-
lolaan hibah di daerah, diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) 32/ 20ll
tentang Pedornan Pemberi-
an Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari airggaran
pendapatan dan belanja daerah.

"Dalam Permendagri ini juga
secara rinci diuraikan terkait
dengan bantuan hibah vang di-
tujukan unruk menunjang pen-
capaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah dengan
memperhatikan asas mapfaat
bagi masyarakati' kata Kabag
Humas dan Protokol Pernkab
Badung AnakAgung Gede Raka
Yuda alias Gung Raka di Pr.rspem
Badung, Senin kemarin (2O I $.

Gung Raka menjelaskan,

IR FADAA BALI

LEGAL: Kabag Humasdan Protokol
Pemkab Badung AA Raka Yuda, ke
marin menjelaskan hibah ke PHDI.

dalam Permendagri 32/ 20ll
pada Bab III Pasal 5 menyebut-
kan, hibah dapat diberikan ke-
pada : Pemerintah, Pemerintah
Daerah lainnyai Perusahaan
Daerah, masyarakat dan /atau
organisasi kemasyarakatan.
Hibah kepada masyarakat se-
bagimana dimaksud pada pas-
al 5 tersebut diberikan keoada
kelompok orang yang merniliki
kegiatan terfenfu dalam bidang

keagamaan, kesenian, adat is,
tiadat, kesehatan, pendidikan.
Termasuk di bidang perekono-
mian dan keolahragaan. "fadi
pemberian hibah kepada pHDI
yang merupakan lembaga
pembinaan umat dalam rangka
peningkatan sradha bhakti ini
merupakan salah satu yang
memang dibolehkan dalam
pemberian alokasi dana hibah
di daerahi'jelasnya.

Lebih lanjut, Gung Raka me-
ngungkapkan, masalah pem-
berian hibah tersebut sesung-

guhnya amat sangat terbuka
diberikan kepada masyarakat
atau kelompok masyarakat.
Termasuk kepada organisasi,-
sepanjang dilengkapi dengan
proposal serta berkedudukan
di KabupatenBadung. I
. Selanjutnya, berkenaan denl
gan adanya dualisme PHDI,
.papamya, sesungguhnya hal ini
menipakan persoalan intemal
oiganisasi dan bukan menjadi
kew'enangan Bupati Badung
untuk menentukan legal dan
ilegal. Semanganrya adalah satu.

Yakni,agar pembinaan terhadap
umat beragama dapat berjalan
dengan baik dan lancar.

Sementara, terkait dengan ke_
beradaan PHDI Badung, t<abag
Humas menambahkin, ada
historisnya. Sebab, sebelumn-
ya terdapat polemik, sehingga
terjadi stagnan dalam pem_
binaan umat. Makanya, atas
desakan bendesa adai di ea-
dung agar pembinaaan umat
dapat berjalan, maka bendesa
adat mengadakan paruryan
di Pura Petitenget. Karena
umat yang akan memakai.
Oleh karenanya, terkait hibah
kepada lembaga pembina
umat ini, demi kepentingan
pembinaaan umat dalam pen-
ingkatan sradha bhakti-nya
yang tentunya sesuai dengan
sasaran progra m pemerintah
dalam peningkatan sradha
bhakti. Hal ini, paparnya, sep-
erti dalam visi dan misi daerah.
maka Pemkab Badung juga
dibenarkan memberikan 6ai-
tuan hibah kepada pHDI Ba-
dung. (advertorial/ san/djo)


